KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 02 TAHUN 2007
TENTANG

TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum, periu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Prabumulih , Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kota Prabumulih
perlu menetapkan Keputusan tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota
Prabumulih Tahun 2008;

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 589,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);



Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

6.

10.

-—)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2005 tentang tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719)

. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentan Pola Organisasi dan Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum;

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik

Pelaksana Pemilihan Umum;

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 24/SK/KPU/Tahun 2005 tentang

Penunjukan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk menandatangani
Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

_Hasil curah pendapat rapat kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih

tanggal 1 dan 2 Nopember 2007.

_Hasil konsultasi Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulin dengan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tanggal 5 Nopember 2007;

_Hasil konsultasi Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih dengan Biro Hukum

Komisi Pemilihan Umum di Jakarta pada tanggal 6 Nopember 2007,

. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tanggal

12 Nopember 2007.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG
TATA KERJA KOMIS! PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2008.

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2008 sebagaimana Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 sebagai lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.



Kedua - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal 12 Nopember 2007.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Ketua,

Drs. H. SYAMS BURHASIN



